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RINGKASAN

AGUS WINANTO, “Aktivitas Penyuluhan Pertanian Di Otonomi
Daerah Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas”. (Dibimbing oleh
KHAIDIR SOBRI DAN RAFEAH ABUBAKAR).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Aktivitas Penyuluhan Pertanian
Di Otonomi Daerah dan Manfaat Aktivitas Penyuluhan Pertanian Bagi Petani di
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini dilaksanakan di
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas pada bulan Mei 2019 sampai
dengan bulan Juli 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus
(case study), untuk metode penarikan contoh digunakan metode purposive
sampling dan random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada responden yang telah
ditentukan dengan menggunakan alat bantu qoesioner yang telah dipersiapkan
sebelumnya. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan metode
deskriptif-kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program
penyuluhan pada tahun 2018 di Kecamatan Tugumulyo telah berjalan dengan baik
dan lancar serta pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh
pertanian telah sesuai dengan pedoman yang ada. Dan manfaat yang di dapat
petani dari adanya aktivitas penyuluhan tersebut yaitu menambah ilmu
pengetahuan bagi petani, dapat mengendalikan hama-penyakit dengan tepat,
mendapatkan bantuan berupa Saprodi dan Alsintan dan meningkatkan produksi
serta tingkat adopsi teknologi yang semakin baik.



SUMMARY

AGUS WINANTO, " Agricultural Counseling Activities in Regional
Autonomy in the District of Tugumulyo, Musi Rawas Regency". (Supervised by
KHAIDIR SOBRI AND RAFEAH ABUBAKAR).

This study aims to determine the Agricultural Extension Activities in
Regional Autonomy And The Benefits Of Agricultural Extension Activities For
Farmers In Tugumulyo District, Musi Rawas District. This research was carried
out in Tugumulyo sub-district, Musi Rawas regency in May 2019 until July 2019.
The research method used was a case study. The sampling method used was
purposive sampling and ramdom sampling methods. The data collection methods
used in this study are in-depth interviews with respondents who have been
determined using qoesioner tools that have been prepared previously. Data
processing and analysis is done using descriptive-qualitative methods.

The results of the study showed that the implementation of the extension
program in 2018 in the subdistrict of tugumulyo had run well and smoothly and
the implementation of agricultural extension conducted by agricultural extension
workers was in accordance with existing guidelines. And the benefits that can be
obtained by farmers from the extension activities are increasing knowledge for
farmers, being able to control pests correctly, getting assistance in the form of
Saprodi and Alsintan and increasing production and the level of technology
adoption that is getting better.
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus
menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi,
misi, dan arah pembangunan ekonomi, transportasi, peretanian, sarana dan
prasarana yang disepakati bersama.

Pembangunan pertanian masih tetap menjadi fokus utama di dalam
RPJPN, karena menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu
negara karena sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup signifikan
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan pertanian menjadi
penting karena kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
nasional dalam bentuk kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-
faktor produksi dan kontribusi devisa (Blank, 2003). Namun dalam
perkembangannya, peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi
semakin pasif dan lebih bersifat penunjang semata. Memburuknya kinerja sektor
pertanian di negara-negara berkembang dipercaya karena terabaikannya sektor
tersebut dalam perumusan prioritas pembangunan dari para pemimpinnya (Todaro
dan Smith, 2006).

Hal ini sejalan dengan (Wibowo, 2016), bahwa pembangunan pertanian
menghadapi tantangan berat untuk mampu bersaing, hal ini disebabkan mayoritas

usahatani dikelola oleh petani berlahan sempit, bermodal kecil, dengan pendidikan



yang relative rendah. Kebijakan pembangunan pertanian yang bertujuan untuk
memperbaiki taraf hidup masyarakat terutama di pedesaan harus dimulai dari
perbaikan sumber-sumber pokok kemajuan pertanian (Todaro dan Smith, 2006).
Dimana saat ini pembangunan pertanian di Indonesia telah memasuki masa
reformasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah menjadi kosakata baru bagi sebagian besar penduduk
Indonesia setelah pemerintah mengundangkan dua undang-undang (UU) pada
tahun 1999 yaitu Undang-undang Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 25 yang
berkenaan dengan pelaksanaaan otonomi daerah di Indonesia. Kedua undang-
undang tersebut direvisi pada tahun 2004 dengan tidak mengubah nama, yakni
Undang-undang 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-undang
33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Regulasi ini menjanjikan pendelegasian wewenang yang lebih besar bagi
daerah, terutama daerah kabupaten atau kota. Tujuan idealnya, memberdayakan
dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem
pembiayaan daerah yang adil, proposional dan transparan, mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan partisipasi serta
mengurangi kesenjangan antar daerah (Simanjuntak, 2010).

Namun, peraturan yang ada membuat para penyuluh kebingungan dalam
melaksanakan perannya, bahkan penyuluhan pertanian dipandang tidak berfungsi
seperti seharusnya. Tahun 2006, revitalisasi penyuluhan pertanian telah
dikumandangkan kembali, kelembagaan penyuluh di tingkat Kabupaten dan
Kecamatan dihidupkan kembali, yang dituangkan dalam UU Nomor 16 Tahun
2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (SP3K),
kelembagaan di Kabupaten berupa Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapelluh) dan di
Kecamatan berupa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(BP3K). Dengan adanya revitalisasi penyuluhan besar harapan bahwa penyuluhan
tidak lagi sekedar proses alih teknologi, namun lebih kepada tercapainya
kemandirian petani, serta kelembagaan penyuluhan yang tertata dengan baik dan

terorganisasi (Margono, 2015).



Otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan diterapkannya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk
mengefektifkan dan mengefesienkan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka
secara tidak langsung akan membawa perubahan pada sistem kerja pemerintah
daerah, dari pimpinan tingkat tertinggi di daerah sampai dengan kepala desa.
Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Namun, dengan hadirnya Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengancam eksistensi penyuluhan, karena
tidak mengakomodasi secara jelas keberadaan kelembagaan penyuluhan di
daerah, dan timbul kekhawatiran bahwa penyuluhan tidak lagi mengikuti
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Sebagian pihak memaknai negatif
Undang-Undang ini, namun sebagian pihak melihat sesungguhnya inilah
kesempatan untuk memperkokoh keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian
daerah. Secara yuridis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 akan memperkuat
keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian, karena sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
Dan Kehutanan. Dengan kata lain, kebijakan ini pada hakekatnya sejalan dan
harmonis satu sama lain (Bahua, 2016).

Menurut Bahua (2016), ciri khas perkembangan penyuluhan pada masa
reformasi (Otonomi Daerah) adalah peningkatan profesionalisme penyuluh
melalui perbaikan kinerja penyuluh dalam menyebarluaskan informasi inovasi
teknologi pertanian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Otonomi daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di
Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini berdampak pada
pembangunan, dimana pembangunan daerah bertumpu pada kemampuan sendiri

untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut diperoleh dari



berbagai sumber seperti pajak, restribusi dan lain-lain. Di banyak daerah,
pertanian masih menjadi primer mover untuk meningkatkan produktifitas
usahatani dan pendapatan masyarakat.

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal)
bagi petani dan keluarganya agar berubah sikap dan perilakunya untuk bertani
lebih baik (better farming), berusahatani lebih baik (better bussines), hidup lebih
sejahtera (better living) dan bermasyarakat lebih baik (better community) serta
menjaga kelestarian lingkungannya (better environment) (Departemen pertanian,
2009). Sejalan dengan Subagio (2010), penyuluhan pertanian adalah jasa layanan
dan informasi agribisnis yang dilakukan melalui proses pendidikan non formal
untuk petani dan pihak-pihak terkait yang memerlukan, agar kemampuan dan
skilnya dapat berkembang secara dinamis untuk menyelesaikan sendiri setiap
permasalahan yang dihadapinya dengan baik, menguntugkan dan memuaskan.
Kegiatan penyuluhan adalah jasa layanan dan jasa layanan itulah yang harus
dibuat bermutu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan sasaran
penyuluhan pada waktu yang diperlukan. Mutu jasa layanan dapat dilihat dari segi
keterpercayaan (reatibility), keterjaminan (assurance), penampilan (tangiability),
kepemerhatian (empaty), dan ketanggapan (responsiveness). Jasa layanan itu
dilakukan melalui proses pendidikan non formal guna meningkatkan kesadaran
para pelaku sistem agribisnis (sasaran) yang dapat disampaikan secara langsung
maupun tidak langsung melalui berbagai media cetak dan elektronik.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menjelaskan bahwa sistem penyuluhan
adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan baik pengetahuan, sikap,
serta keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Pelaku
utama merupakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani,
pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga
intinya. Sedangkan pelaku usaha adalah perorangan warga Indonesia atau
korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha

pertanian, perikanan dan kehutanan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/
12/2016, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, bahwa untuk mewujudkan
kesejahteraan petani, maka arah kebijakan dan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian dilakukan melalui pemantapan sistem penyuluh pertanian yang terpadu
dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan petani dan pelaku usaha yang
berkarakter, memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri dan berdaya saing mendukung
bioindustri dan berkelanjutan. Sistem Kerja Latihan Kunjungan Dan Supervisi
(LAKU SUSI) sebagai bagian dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
merupakan pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh
pertanian dan di tindak lanjuti dengan kunjungan dengan berupa pendampingan
kepada petani/kelembaga petani secara terjadwal serta di dukung dengan supervisi
teknis dari penyuluh pertanian senior, dan ketersediaan informasi teknologi
sebagai pemateri kunjungan.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian tentunya tidak akan
dapat terlaksana tanpa adanya program dan rencana kerja penyuluhan pertanian.
Program kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan
dalam satu periode kepengurusan. Selanjutnya program penyuluhan pertanian
adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara
mencapai tujuan, yang disusun dalam bentuk yang sistematik dan teratur
(Mardikanto dan Sutarni, 1993). Sedangkan rencana kerja adalah tindakan yang
dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan
pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Nafarin,
2009). Selanjutnya rencana kerja penyuluh pertanian adalah jadwal kegiatan yang
disusun oleh para penyuluh pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian
setempat, yang menentukan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam berinteraksi
dengan petani (Badan Koordinasi Penyuluh dalam Asrianti, 2016). Sehingga perlu
dilakukan evaluasi dari kegiatan penyuluhan pertanian di era reformasi (otonomi
daerah) saat ini.

Kecamatan Tugumulyo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di
wilayah Provinsi Sumatera Selatan tepatnya berada di Kabupaten Musi Rawas

dengan jarak ke Ibu Kota Kabupaten + 17 km. Kecamatan Tugumulyo dikatakan



sebagai salah satu lumbung padi bagi Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu
Kecamatan Tugumulyo lebih difokuskan dalam bidang pertanian. Sehingga
pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengarahkan agar penyuluhan pertanian lebih
berfokus pada Kecamatan Tugumulyo. Berdasarkan hasil pra survei yang telah
dilakukan peneliti di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tugumulyo,
bahwa Kecamatan Tugumulyo sendiri terdiri dari 18 desa yang dibina oleh 18
penyuluh pertanian, hal ini sejalan dengan UU Nomor 16 tahun 2006 dimana
dalam satu desa terdapat satu penyuluh pertanian. Di Kecamatan Tugumulyo
terdapat kelompok tani sebanyak 171 kelompok dan memiliki anggota kelompok
tani sebanyak 4275 orang dimana satu desa paling sedikit terdapat 8 kelompok
tani dan yang terbanyak berjumlah 16 kelompok tani yang di bina oleh satu
penyuluh pertanian. Satu kelompok tani berjumlah anatara 20-25 orang anggota.
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tugumulyo telah
melaksanakan mandat yang terkandung di dalam undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut unuk
melakukan perubahan pengelolaan pembangunan pertanian dari sentralisasi top
down menjadi desentralisasi bottom up. BPP Kecamatan Tugumulyo dalam
melaksanakan tugasnya menyampaikan program penyuluhan pertanian berupa
materi penyuluhan pertanian yang mencakup sektor tanaman pangan dan
hortikultura kepada penyuluh pertanian yang tentunya akan disampaikan pada
petani. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah program penyuluhan pertanian
sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka dari itu peneliti merasa
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Aktifitas Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian Pada Otonomi Daerah Di Kecamatan Tugumulyo

Kabupaten Musi Rawas”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan

yang menarik untuk diteliti yaitu :

1.

Apakah pelaksanaan penyuluhan pertanian pada otonomi daerah di
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan program
yang direncanakan ?

Apa manfaat aktivitas penyuluhan pertanian bagi petani sebagai anggota

kelompok tani di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan maka

tujuan penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui aktivitas penyuluhan pertanian pada otonomi daerah di
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
Untuk mengetahui manfaat aktivitas penyuluhan pertanian bagi petani di

Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan
dan wawasan serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar serjana pertanian.
Bagi pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai
salah satu bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan.
Sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang mengadakan penelitian

dengan topik yang sejenis.
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